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KATA PENGANTAR 

 

AssalamuÔalaikum wr.wb.  

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam 

yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada 

penulis, sehingga pada kesempatan ini dapat menyelesaikan 

SHQ\XVXQDQ� EXNX� \DQJ� EHUMXGXO� ´3XULILNDVL� )DOVDIDK� +XNXP�

,VODPµ���:DPDQ�OODP·\DK·NXP bima 'anzal Allah).  

Buku ini berisi tentang Purifikasi Falsafah Hukum Islam yang 

berkaitan dengan Hukum syariah yang semakin hari semakin 

perkembangannya dan diakui keberadaannya. Di dalamnya berisi 

dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada 

"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya". Dengan pertimbangan untuk mewujudkan 

kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya 

diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini 

mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari 

setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu 

berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", rumusan ini oleh Moh. 

Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya 

tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa 

dinyatakan secara jelas. 

Buku ini sekaligus membantu para mahasiswa, akademisi, 

hukum Islam, pengacara dan praktisi hukum Islam dan praktisi 

ekonomi syariah, serta para politisi, maupun masyarakat luas yang 

ingin mengetahui tentang Purifikasi Falsafah Hukum Islam yang 

telah ditrasformasikan kedalam hukum nasional. Dengan 

ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 

Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah 

menjadi Authoritative-Source (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata 

negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasive belaka. 

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang 

bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional 

mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-

nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya 
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jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam 

hukum nasional Indonesia. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, 

sehingga dapat berkarier di perguruan tinggi, serta ucapan terima 

kasih kepada para tuan guru, guru besar yang telah mendidik dan 

mengajarkan penulis, sehingga bisa seperti ini, kepada istri yang 

telah memberikan motivasi dan kepada anak-anak yang telah 

memberikan dukungan untuk menyelesaikan buku ini. Dan tak 

lupa kepada penerbit yang telah menertbitkan buku ini secara 

khusus saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik yang 

telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, 

aamiin.  

Penulis menyadari betul, bahwasannya dalam penulisan 

buku ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu saya menerima 

kritikan dan saran demi kebaikan kita bersama dan kesempurnaan 

buku ini, sehingga pembaca mampu memahami isinya dengan baik, 

dan diharapkan dapat menjalankannya dikemudian hari khusus 

bagi para pejabat negara dimasa yang akan datang. Karena negara 

Indonesia yang mayoritas muslim merupakan asset yang sangat 

besar apabila pemerintah dapat mengimplementasikan dengan 

baik, jujur, amanah, tablig, maupun Fathonah, negara yang besar 

ini, tentu akan mampu keluar dari utang luar negeri dan akan 

mampu mensejahterakan masyarakatnya.  

WassalamuÆalikum Wr.Wb.  

 

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1445.H/ 23 Maret 2024 

Penulis, 

Dr. Mustafa., S.E., S.H., M.M., CLAP 
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BAB 

1 ONTOLOGI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Ontologi Hukum Islam  

Ontologi hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum 

Islam atau bagian-bagian yang terdiri dari kajian pembidangan 

hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Pemahaman 

tentang ontologi hukum Islam ini menjadi bahasan yang sangat 

menarik karena berawal dari perbedaan penafsiran tentang 

syariat dan fikih. Meskipun kedua-duanya merujuk pada 

sumber yang sama yakni Al-4XU·DQ� GDQ� 6XQQDK�� 'DUL�

pembahasan mengenai ontology hukum Islam pada hakekatnya 

adalah mengkaji hukum secara umum, adapun yang menjadi 

perbedaan adalah sumber utama dalam penegakkan hukum 

Islam yakni Wahyu Allah SWT. Sehingga dapat diartikan bahwa 

ontology adalah ilmu tentang segala sesuatu (dalam hal ini yakni 

merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental 

dalam hukum, seperti sifat dan tujuan hukum, konsep 

demokrasi, hukungan hukum dan kekuasaan, dan juga 

hubungan hukum dan moral).  

 

B. Hakekat Hukum Islam  

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan 

ajaran Islam yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah 

melalui malaikat Jibril as, untuk dipahami dan diamalkan. 

Sehingga dalam memahami makna hukum Islam, perlu 

dipahami istilah-istilah yang terkait dengan hukum Islam, 

seperti; syariah, fiqh, ushul fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. 

ONTOLOGI HUKUM 

ISLAM 



107 

 

BAB 

2 AKSIOLOGI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Aksiologi Hukum Islam  

Aksiologi menurut bahasa Arab adalah berasal dari kata 

(
�(�� GDQ� GDODP� EDKDVD� <XQDQL� ´axiosµ� \DQJ� EHUDUWL��

´%HUPDQIDDWµ�GDQ� 'Ilm dalam Bahasa Arab (�!�æ) "Pengetahuan" 

GDQ�DWDX� ´logosÆ GDODP� EDKDVD� <XQDQL� EHUDUWL� ´,OPX�

3HQJHWDKXDQµ�� 6HGDQJNDQ� DNVLRORJL� DGDODK� LOPX� SHQJHWDKXDQ�

yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut 

kefilsafatan ilmu. Menurut Raghib Al-Ishafani Nilai dalam 

kontek Islam terbagi menjadi dua macam yaitu; nilai mutlaq dan 

nilai muqayyad.126 Nilai mutlaq adalah nilai-nilai yang wajib dan 

entitasnya telah disepakati dengan jelas. Sedangkan 

nilai muqayyad bersifat fleksibel dan lahir dari dinamika 

masyarakat sesuai dengan peradaban manusia. Pada 

hakikatnya, nilai tidak timbul dengan sendirinya, karena ia 

menunjuk pada sikap penerimaan atau penolakan seseorang 

dan/atau sekelompok orang terhadap suatu realitas hubungan 

subjek maupun objek di dalamnya terdapat suatu proses yang 

tidak terlepaskan dari pengetahuan dan wawasan subjek sebagai 

penentu nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai akan selalu 

berkembang dan berubah seiring dengan kecendrungan dan 

 

126 Al-Raghib Al-$VIDKDQL�� ������ 0X·MDP� 0XIUDGDW� $OIDG]� $O-

4XU·DQ��%HLUXW��'DUXO�.LWDE�$O-Ilmiyah. 

AKSIOLOGI HUKUM 

ISLAM 
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BAB 

3 IDEOLOGI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Ideologi Hukum Islam  

Kata idiologi berasal dari kata 0DEGD· secara etimologi 

adalah mashdar mimi dari kata EDGD·D\DEGDX� EDG·DQ�ZD�PDEGD·DQ 

yang berarti permulaan atau awal. Sedangkan secara 

terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas 

pemikiran-pemikiran dasar, sehingga kata Al-Mabda·� �LGHRORJL��

adalah pemikiran mendasar (fikrah raisiyah) dan patokan asasi 

(al-qaidah al-asasiyah) tingkah laku. Dari segi logika al-mabda·�

adalah pemahaman mendasar atas asas setiap peraturan.254 

$GDSXQ�ILOVRI�3UDQFLV�'HVWXWW�7UDF\�NDWD�́ LGHRORJLHµ�EHUDVDO�GDUL�

dua suku kata yakni ideo artinya gagasan, sedangkan logie 

artinya logos dalam bahasa Yunani. Secara etimologis, sebagai 

ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul ide atau gagasan. 

Ideologi secara sederhana dapat dipahami sebagai pengetahuan 

tentang gagasan yang berkaitan dengan sistem pemikiran, 

sistem kepercayaan, dan sistem tindakan. Dalam sistem 

pemikiran, ideologi sering dijadikan alat legitimasi terhadap 

 

254https://ajichrw.wordpress.com/2009/07/21/opini-

publik/.dikutip pada sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 6:37. lihat catatan 

tepi kitab Ususun Nahdhah ar-Rasyidah, hal 36. Apabila kita telusuri seluruh 

dunia ini, maka yang kita temukan hanya ada tiga idiologi (mabda) yaitu: 

Kapitalisme, Siosialisme,termasuk Komunisme, dan Islam. Untuk saat ini 

dau mabda pertama menguasai beberapa negara. Sedangkan mabda Islam 

saat ini tidak hanya ada di satu negara, tetapi Islam ada di seluruh penjuruh 

dunia, baik secara individu maupun kolektif.  

IDEOLOGI HUKUM 

ISLAM 
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BAB 

4 TEOLOGI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Teologi Hukum Islam  

Teologi adalah ilmu yang membahas tentang akidah 

keyakinan terhadap Islam atau sama dengan tauhid itu sendiri. 

Sedangkan hukum Islam adalah Ilmu yang membahas tentang 

menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-4XU·DQ� GDQ�

Sunnah, yang sebagai orang tidak dapat menerimanya dan 

enggan menjalankannya. Jadi teologi hukum islam adalah 

merupakan bukti menjalankan perintah Allah SWT, kepada 

seluruh alam, khususnya manusia, karena manusialah yang 

dapat menjalankan hukum hukum Allah, dengan meyakinkan 

orang lain dapat memahami dan mentaatinya. Persoalan teologi 

hukum Islam tidak terbatas pada usuluddin, atau dasar-dasar 

akidah, akan tetap telogi Hukum islam untuk menjawab setiap 

kejanggalan dan isu mengenai ajara-ajaran dan hukum agama, 

yang diperdebatkan. Hal ini sebagaimana agama-agama yang 

lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan 

pertumbuhannya, kemudian berkembang dari waktu ke waktu 

dalam sejarah Islam. Ilmu ini tidak tumbuh langsung menjadi 

sempurna, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu 

Islam yang lain, yang pada mulanya terbatas ruang lingkup 

pembahasannya, kemudian meluas dan berkembang sedikit 

demi sedikit. Dalam hal ini, ia mengikuti hukum pertumbuhan 

dan perkembangan dan terpengaruh oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya sehingga 

menjadi sempurna seperti apa yang diketahui masa kini. 

TEOLOGI HUKUM 

ISLAM 
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BAB 

5 EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Epistimologi Hukum Islam 

(SLVWHPRORJL��EHUDVDO�GDUL�NDWD�´HSLVWHPHµ��SHQJHWDKXDQ��

dan logos (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang dari 

´ILOVDIDWµ� \DQJ� EHUKXEXQJDQ� GHQJDQ� DVDO� XVXO�� VLIDW�� NDUDNWHU�

GDQ� MHQLV� ´SHQJHWDKXDQµ�� 7RSLN� LQL� WHUPDVXN� VDODK� VDWX� \DQJ�

paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, 

sebab menggali tentang apa itu pengetahuan, bagaimana 

karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan 

kebenaran dan keyakinan. Jadi epistemologi atau Teori 

Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu 

pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasar serta 

pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan 

yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut 

diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan 

berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode 

deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode 

dialektis. Lalu bagaimana dengan epistemologi hukum Islam 

sekarang ini, sehinga hukum Islam perlu didekatkan dengan 

teori sistem, dan metologi guna menjawab terhadap 

perkembangan masyarakat global saat ini.  

Istilah epistemologi yang digunakan dalam tulisan ini, 

seperti yang sering dipahami banyak kalangan, adalah sebuah 

cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji teori ilmu 

pengetahuan (hukum Islam), yang meliputi kajian tentang 

hakikat ilmu, sumber-sumber ilmu (sources og knowledge), 

EPISTIMOLOGI HUKUM 

ISLAM 
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BAB 

6 LOGIKA & PENALARAN DALAM HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Logika dan Penalaran 

6HFDUD�EDKDVD�ORJLND�EHUDVDO�GDUL�EDKDVD�ODWLQ�¶logos·�\DQJ�

berarti perkataan atau akal, dalam bahasa Arabnya adalah 

Mantiq. Mantiq adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kepada 

jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran, berasal dari kata 

´nataqaµ� \DQJ� EHUDUWL� EHUILNLU� GDQ� EHUNDWD�� $GDSXQ� 6XVDQWR�

mendefinisikan logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar 

dan metode berfikir benar. Ada juga yang memaknai kata logika 

sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum 

yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan 

penalaran yang salah.349 Menurut Ibn Shalah dan Imam Nawawi 

menghukumi haram belajar Logika. Sementara Al-Ghazali 

menganjurkan dan menganggap baik. Adapun Pendapat 

-XPKXU�XODPD·�PHPEROHKNDQ�bagi orang yang cukup akal dan 

kokoh imannya. Sehingga dari pengertian-pengertian yang telah 

dikemukakan di atas tentang logika dapat disimpulkan bahwa 

logika adalah suatu bagian filsafat yang membahas tentang 

aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau 

prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan 

benar.  

  

 

349 Susanto, 2011. Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi 

Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 144. 

LOGIKA & PENALARAN 

DALAM HUKUM ISLAM 
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BAB 

7 SUMBER HUKUM ISLAM 

 

 

Secara hirarkhis: Sumber hukum Islam dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 
Keterangan:extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https

://cendikia.kemenag.go.id 

SUMBER HUKUM ISLAM 
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BAB 

8 KESIMPULAN 

 

 

Purifikasi Falsafat Hukum Islam merupakan pengetahuan 

tentang memurnikan, hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang 

menyangkut materinya maupun proses penetapannya, yang sesuai 

dengan tujuan Allah SWT, untuk kesejahteraan dan keadilan bagi 

umat manusia seluruhnya. Memurnikan falsafah hukum Islam akan 

benar-EHQDU�´FRFRN�VHSDQMDQJ�PDVD�GL�VHPHVWD�DODPµ��salihun likulli 

zaman wa makan�µ�� 6HODQMXWQ\D� SHPDKDPDQ� WHUKDGDS� ´QDVK� $l-

4XU·DQ� GDQ� +DGLWVµ�� PHPXQJNLQNDQ� SDUD� DKOL� KXNXP� XQWXN�

menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat 

(hukum adat), tanpa meninggalkan nash. Sehingga dapat 

ditemukan di beberapa literature bahwa hukum Islam lazimnya 

disebut Ijtihad. Adapun proses ijtihad meniscayakan adanya 

penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan 

ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak 

dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan 

ditetapkannya Hukum Islam sama pentingnya dengan memahami 

nash al-4XU·DQ�GDQ� DO-Hadits. Tentu tujuan memurnikan falsafah 

hukum islam dapat dipahami dari nilai dan semangat yang 

terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan 

wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama 

dalam purifikani filsafat hukum Islam. 

Adapun tujuan dari adanya purifikasi falsafah adalah 

terciptanya kedamaian, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di 

akhirat. Sementara tujuan dari hukum Islam merupakan 

manifestasi dari sifat rahman dan rahim (Maha Pengasih dan Maha 

KESIMPULAN 
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LAMPIRAN 

 

Isi Piagam Madinah 

Dikutip dari kitab Siratun Nabiy Saw, juz II, halaman 119-133, karya 

Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik) wafat tahun 214 H. 

Piagam Madinah 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini 

adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan 

mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib 

(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan 

berjuang bersama mereka. 

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia 

lain. 

Pasal 2 

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka 

bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka 

dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil 

di antara mukminin. 

Pasal 3 

Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu 

membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, 

dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil 

di antara mukminin. 

Pasal 4 

%DQL� 6D·LGDK� VHVXDL� GHQJDQ� NHDGDDQ� NHELDVDDQ� PHUHND� EDKX�

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 
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Pasal 5 

Bani Al Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu 

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 

Pasal 6 

Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu 

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 

Pasal 7 

Bani An Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu 

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 

Pasal 8 

%DQL�¶$PU�ELQ�¶$ZI�VHVXDL�GHQJDQ�NHDGDDQ�NHELDVDDQ�PHUHND�EDKX�

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 

Pasal 9 

Bani Al Nabit sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu 

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 

Pasal 10 

%DQL� $O� ¶$ZV� VHVXDL� GHQJDQ� NHDGDDQ� NHELDVDDQ� PHUHND� EDKX�

membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara mukminin. 
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Pasal 11 

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang 

berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya 

dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. 

Pasal 12 

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 

dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. 

Pasal 13 

Orang orang mukmin yang takwa harus menentang orang diantara 

mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, 

melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. 

Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak 

dari salah seorang di antara mereka. 

Pasal 14 

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya 

lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman 

membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. 

Pasal 15 

Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka 

yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak 

bergantung kepada golongan lain. 

Pasal 16 

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas 

pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi 

dan ditentang olehnya. 

Pasal 17 

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh 

membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam 

suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan 

keadilan di antara mereka. 
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Pasal 18 

Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu satu 

sama lain. 

Pasal 19 

Orang orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya 

dalam peperangan di jalan Allah. Orang orang beriman dan 

bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. 

Pasal 20 

Orang musyrik Yatsrib (Madinah) dilarang melindungi harta dan 

jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan 

melawan orang beriman. 

Pasal 21 

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas 

perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela 

menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus 

bersatu dalam menghukumnya. 

Pasal 22 

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, 

percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh 

dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi 

bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan 

mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima 

dari padanya penyesalan dan tebusan. 

Pasal 23 

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut 

ketentuan Allah Azza Wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. 

Pasal 24 

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam 

peperangan. 
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Pasal 25 

.DXP�<DKXGL�GDUL�%DQL�¶$ZI�DGDODK�VDWu umat dengan mukminin. 

Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama 

mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri 

mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian 

akan merusak diri dan keluarga. 

Pasal 26 

Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

¶$ZI� 

Pasal 27 

Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

¶$ZI� 

Pasal 28 

.DXP�<DKXGL�%DQL�6D·LGDK�GLSHUODNXNDQ�VDPD�VHSHUWL�<DKXGL�%DQL�

¶$ZI� 

Pasal 29 

Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

¶$ZI� 

Pasal 30 

.DXP�<DKXGL�%DQL�$O�¶$ZV�GLSHUODNXNDQ�VDPD�VHSHUWL�<DKXGL�%DQL�

¶$ZI� 

Pasal 31 

.DXP�<DKXGL�%DQL�6D·ODEDK�GLSHUODNXNDQ�VDPD�VHSHUWL�<DKXGL�%DQL�

¶$ZI� 

Pasal 32 

.DXP�<DKXGL�%DQL�-DIQDK�GDUL�6D·ODEDK�GLSHUODNXNDQ�Vama seperti 

<DKXGL�%DQL�¶$ZI� 
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Pasal 33 

Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi 

%DQL�¶$ZI� 

Pasal 34 

6HNXWX� VHNXWX� 6D·ODEDK� GLSHUODNXNDQ� VDPD� VHSHUWL� PHUHND� �%DQL�

6D·ODEDK�� 

Pasal 35 

Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka 

(Yahudi). 

Pasal 36 

Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin 

Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut 

pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat 

(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 

keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat 

membenarkan ketentuan ini. 

Pasal 37 

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin 

ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu 

membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling 

memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. 

Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan 

sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

Pasal 38 

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam 

peperangan. 

Pasal 39 

Sesungguhnya Yatsrib (Madinah) itu tanahnya haram (suci) bagi 

warga piagam ini. 
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Pasal 40 

Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, 

sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 

Pasal 41 

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 

Pasal 42 

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung 

piagam ini, yang di khawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan 

penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla, dan 

keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling 

memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 

Pasal 43 

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga 

bagi pendukung mereka. 

Pasal 44 

Mereka pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi 

penyerang kota Yatsrib (Madinah). 

Pasal 45 

Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan 

memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka 

perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti 

itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan 

perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. 

Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing masing sesuai 

tugasnya. 
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Pasal 46 

.DXP�<DKXGL�$O�¶$ZV��VHNXWX�GDQ�GLUL�PHUHND�PHPLOLNL�KDN�GDQ�

kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan 

perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. 

Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan 

(pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan 

memandang baik isi piagam ini. 

Pasal 47 

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. 

Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah 

aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin 

orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah 

Utusan Allah. 

 

Pembentukan Negara 

 

Mukaddimah 

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad SAW. Dikalangan 

orang orang beriman dan memeluk Islam yang berasal dari Quraisy 

dan Yatsrib (Madinah), dan orang orang yang mengikuti mereka, 

mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. 

I. Pembentukan Ummat (Negara) 

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu bangsa Negara (ummat), bebas dari 

pengaruh dan kekuasaan manusia. 
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II. Hak Asasi Manusia 

Pasal 2 

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, 

saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang 

tebusan darah karena suatu pembunuhan dengan cara yang baik 

dan adil diantara orang orang beriman. 

Pasal 3 s/d Pasal 10 

Setiap Bani Bani dari suku Yatsrib (Madinah) tetap berpegang atas 

hak hak asli mereka, dan tanggung menanggung membayar uang 

tebusan darah diantara mereka karena suatu pembunuhan. Dan 

setiap keluarga dapat membayar tebusan dengan secara baik dan 

adil dikalangan orang orang beriman. 

III. Persatuan Seagama 

Pasal 11 

Sesungguhnya orang orang beriman tidak akan melalaikan 

tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang orang 

berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara 

baik dan adil dikalangan orang orang beriman. 

Pasal 12 

Tidak seorangpun dari orang orang beriman dibolehkan membuat 

persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman 

lainnya, tanpa persetujuan lebih dahulu dari padanya. 

Pasal 13 

1. Setiap orang orang yang beriman yang bertakwa harus 

menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar 

ketertiban, penipuan, permusuhan ataupun kekacauan 

dikalangan masyarakat orang orang beriman. 

2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang orang yang 

bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak 

anak mereka. 
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Pasal 14 

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh 

seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak 

beriman. 

2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu 

seorang yang kafir untuk melawan seorang beriman lainnya. 

Pasal 15 

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang 

orang yang lemah. 

2. Segenap orang orang yang beriman harus jamin menjamin dan 

setia kawan sesama mereka dari pada gangguan manusia 

lainnya. 

IV. Persatuan Segenap Warga Negara 

Pasal 16 

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada 

Negara, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak 

boleh dikurangi haknya dan tidak boleh di asingkan dari pergaulan 

umum. 

Pasal 17 

1. Perdamaian dari orang orang beriman adalah satu. 

2. Tidak diperkenankan segolongan orang orang yang beriman 

membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di 

dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar 

persamaan dan adil diantara mereka. 

Pasal 18 

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan 

tantangan terhadap semua warga negara untuk memperkuat 

persatuan antara segenap golongan. 

  



484 

 

Pasal 19 

1. Setiap orang orang yang beriman harus memberikan pembelaan 

atas tiap tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. 

2. Setiap orang beriman yang bertakwa harus berteguh hati atas 

jalan yang baik dan kuat. 

Pasal 20 

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman 

(musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, 

tidaklah diakui. 

2. Campur tangan apapun tidaklah di ijinkan apabila merugikan 

orang orang beriman. 

Pasal 21 

1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman 

dengan cukup bukti atas perbuatannya harus di hukum bunuh 

atasnya, kecuali keluarga yang berhak dari si terbunuh bersedia 

dan rela menerima ganti kerugian uang tebusan darah. 

2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk 

perbuatan itu, dan tidak di ijinkan selain dari pada menghukum 

kejahatan itu. 

Pasal 22 

1. Tidak dibenarkan setiap orang yang mengakui piagam ini dan 

percaya kepada Tuhan dan hari akhir, untuk membantu orang 

orang yang salah dan memberikan tempat kediaman bagi 

mereka. 

2. Siapa yang memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat 

Negara atau orang orang yang salah, akan mendapatkan 

kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak 

di terima segala pengakuan dan kesaksiannya. 

Pasal 23 

Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu dalam suatu 

soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada hukum Tuhan 

dan keputusan Nabi Muhammad SAW. 
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V. Golongan Minoritas 

Pasal 24 

Warga Negara dari golongan Yahudi memikul kewajiban bersama 

sama dengan kaum beriman selama Negara dalam peperangan. 

Pasal 25 

1. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu bangsa satu negara 

dengan warga Negara beriman. 

2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana 

kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. 

3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut atau sekutu 

mereka, dan diri mereka sendiri. 

4. Kecuali kalau ada orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, 

maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa diri orang yang 

bersangkutan dan keluarganya. 

Pasal 26 s/d Pasal 34 

.DXP� <DKXGL� GDUL� EDQL� $XI�� 1DMMDU�� +DUWV�� 6D·LGDK�� -XV\DP��

diperlakukan sama dengan Yahudi dari bani bani lainnya. Kecuali 

orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, maka ganjaran dari 

perbuatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya. 

Pasal 35 

Segala pegawai dan pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama 

seperti kaum Yahudi lainnya. 

VI. Tugas Warga Negara 

Pasal 36 

1. Tidak seorangpun diperbolehkan berperang, tanpa ijinnya 

Muhammad SAW. 

2. Seorang warga Negara dapat membalaskan kejahatan orang 

yang berbuat aniaya (menyakiti) kepadanya. 

3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu 

menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. 

4. Tuhan melindungi akan orang orang yang setia pada piagam ini. 
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Pasal 37 

1. Kaum Yahudi memikul biaya Negara sebagaimana halnya kaum 

Muslimin memikul biaya Negara. 

2. Diantara segenap warga Negara (kaum Yahudi dan Muslim), 

terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh Negara yang 

memerangi setiap peserta dari piagam ini. 3. Diantara mereka 

harus terdapat saling nasehat menasehati dan berbuat kebajikan 

dan menjauhi segala dosa. 

3. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena 

kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya. 

4. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada 

orang atau golongan yang teraniaya. 

Pasal 38 

Warga Negara kaum Yahudi memikul biaya bersama sama warga 

Negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi. 

VII. Melindungi Negara 

Pasal 39 

Sesungguhnya kota Yatsrib (Madinah), Ibu Kota Negara, tidak 

boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini. 

Pasal 40 

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan 

sebagaimana dirinya sendiri, tidak boleh diganggu 

ketentramannya, dan tidak diperlakukan salah. 

Pasal 41 

Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman 

atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan 

ijin suaminya. 
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VIII. Pimpinan Negara 

Pasal 42 

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa diantara peserta piagam ini 

atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan 

diserahkan penyelesaiannya menurut hukum Tuhan dan 

kebijaksanaan utusanNya, Muhammad SAW. 

2. Tuhan melindungi dan melimpahkan kebaikan kepada piagam 

ini dan orang orang yang setia padanya. 

Pasal 43 

Sesungguhnya musuh (kaum Quraisy) tidak boleh dilindungi, 

begitu juga segala orang yang membantu mereka. 

Pasal 44 

Di kalangan warga Negara sudah terikat janji pertahanan bersama 

untuk menentang setiap agresor (gerakan separatis ataupun teroris) 

yang menyerang Kota Yatsrib (Madinah). 

IX. Politik Perdamaian 

Pasal 45 

1. Apabila Negara diajak kepada perdamaian dan membuat 

perjanjian damai, mereka tetap bersedia untuk berdamai dan 

membuat perjanjian damai. 

2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya 

kaum yang beriman harus mematuhinya, kecuali terhadap 

orang atau Negara yang menunjukkan permusuhan terhadap 

agama. 

3. Kewajiban atas warga Negara mengambil bahagian 

(berpartisipasi) dari pihak mereka untuk perdamaian itu. 

Pasal 46 

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu 

dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama 

dengan segala peserta piagam untuk kebaikan perdamaian itu. 

2. Sesungguhnya kebaikan perdamaian dapat menghilangkan 

segala pertikaian. 
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3. Setiap warga Negara yang berusaha, segala usahanya adalah 

atas dirinya. 

4. Sesungguhnya Tuhan mengesahkan dan melimpahkan 

kebaikan kepada peserta piagam ini dan menjalankannya 

dengan jujur dan sebaik baiknya. 

X. Penutup 

Pasal 47 

1. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk 

melindungi orang orang yang zholim dan bersalah. 

2. Sesungguhnya mulai saat ini, orang orang yang bepergian 

keluar adalah aman. 

3. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang orang 

yang zholim dan berbuat kesalahan. 

4. Sesungguhnya Tuhan melindungi warga negara yang baik dan 

bersikap takwa (waspada). 

5. Dan akhirnya, Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah 

mencurahkan sholawat dan kesejahteraan atasnya. 
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